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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum Acara Pidana merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang
secara langsung menyangkut urat nadi kehidupan manusia dan masyarakat.
Dan dengan lahirnya Undang-undang No. 8 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana, para pelaksana penegak hukum dituntut untuk
memiliki orientasi kepada kepentingan nasional yang lebih tinggi dalam
pendekatan terhadap tugasnya.

Pada sisi yang lain Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
secara radar telah memberikan pengakuan dan penghargaan penuh terhadap
hak-hak asasi manusia lewat Pasal-Pasalnya. Oleh karena itu harus dijaga
berlakunya suatu kondisi di mana hukum dapat bermanfaat bagi setiap
warga masyarakat. Berlakunya Undang-undang No. 8 tahun 1981 yang
menggantikan HIR (Stb. 1941 No. 44) beserta peraturan pelaksanaannya
jelas bahwa pengaruh dan konsekuensi bagi aparat penegak hukum
khususnya dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa.
Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam HIR, bahwa
dalam waktu dua puluh empat jam penyidik/polisi wajib membuat laporan
tentang penahanan tersebut kepada Jaksa (Pasal 71 ayat (2)). Demikian
pula Pasal 71 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa apabila Jaksa dengan
fungsi kontrolnya itu menimbang bahwa penahanan dapat diteruskan, maka
penahanan terns berjalan, dengan derflikian polisi/penyidik wajibib
menahan sampai tiga puluh hari; dan Pasal 83 ayat (4) HIR Opsir
Yustisi/Jaksa mengenai penahanan boleh dilanjutkan oleh Ketua
Pengadilan Negerl tiap-tiap kali dengan tiga puluh hari. Hal ini
membuktikan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat memperpanjang
penahanan yang tidak ada batasnya. Sehingga kurang menjamin hak-hak

asasi manusia, karena akibat buruk dari hat tersebut maka dapat berakibat



terjadi larnanva masa penahanan melampaui lamanya masa pidana yang
diiatuhkan. Banyaknya terjadi orang orang tahanan tanpa dilanjutkan
perkaranya di muka sidang pengadilan dan; Pemenuhan tempat-tempat
penahanan dengan orang-orang tahanan yang sebenamya dapat ditahan di

luar.

B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan
merumuskan permasalahan yang akan disoroti dalam penelitian ini sebagai
berikut :
1. Bagaimanakah mekanisme kontrol penegak hukum dalam menangani
masalah penahanan sebelum dan sesudah berlakunya KUHAP ?
2. Bagaimanakah koordinasi penegak hukum dalam menangani masalah

penahanan sebelum dan sesudah berlakunya KUHAP?

C. TINJAUAN PENULISAN
1. Untuk mengetahui mekanisme penegak hukum dalam menangani masalah
penahanan sebelum berlakunya KUHAP.
2. Untuk mengetahui koordinasi kontrol penahanan sebelum dan sesudah
berlakunya KUHAP.

D. KEGUNAAN PENULISAN

1. Sebagai sumbangan  pemikiran  kepada  pemerintah  dalam
menyelesaikan penahanan.

2. Kiranya penulisan ini, dapat membantu para peneliti yang, membahas

lebih luAs dengan Judul ini.

E. METODE PENELITIAN
Agar pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut tidak
menyimpang dari pokok bahasan dan dapat membuahkan hasil pembahasan yang,

diharapkan, maka digunakan metode sebagai berikut:



1. Metode Pengumpulan Data
a. Metode Penelitan Kepustakaan (Library Research), ialah dengan cara
membaca sumber-sumber tertulis yang ada hubungannya dengan
pembahasan dalam penulisan skripsi ini.
b. Metode Perbandingan (Comparative Research), yakni untuk membanding-
bandingkan antara pendapat, teori Serta konsep dari beberapa pakar hukum.
2. Metode Pengolahan Data
Data yang dapat dikumpulkan melalui metode pengumpulan data tersebut di
atas, diinventariskan dan diklasifikasikan secara sistematis guna menentukan
relevansi dan urgensi data tersebut terhadap pokok bahasan. Analisis data

secara yuridis normatif.

F. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika dari karya ilmiah ini terdiri dari empat bab. Keempat bab itu

Baling berkaitan erat satu dengan yang lainnya karena yang lebih dahulu

merupakan dasar untuk uraian dan pembahasan dalam bab berikutnya :

Bab | Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Tujuan
Penulisan, Kegunaan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika
Penulisan.

Bab Il Beberapa Pengertian, Menguraikan tentang Penahanan, Tujuan
Penahanan.

Bab 11l Koordinasi Penegak Hukum Dalam Menangam Masalah Penahanan
sebelum dan sesudah berlakunya KUHAP.

Bab IV Penutup, menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. PENAHANAN

Kalau kita melihat Het Herziene Reglement (HIR) yang cukup lama
berjasa sebagai pegangan para pengabdi hukum, sebagal hukumacara pidana,
maka tidak akan di jumpai ketentuan ketentuan yang memberi batasan terhadap
pengertian penahanan. Berbeda halnva kalau kita melihat dalam kitab Undang--
undang Hukum Acara Pidana (undang-undang No. 8 Tahun 1981), karena dalam
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut akan didapati ketentuan
yang member] batasan terhadap pengertian penahanan.

Apa yang dimaksud dengan penahanan menurut Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana yaitu dalam Bab | tentang ketentuan-ketentuan umum Pasal
I butir 21 mengatakan sebagai berikut :

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu
oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal
serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang™.!

Berdasarkan bunyi dari pasal | butir 21 Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana di atas, menunjukkan pada kita bahwa semua instansi penegak
hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan
tersebut kita lihat penyederhanaan dan keseragaman istilah dalam tindakan
penahanan.

R. Soesilo dan M. Karjadi dalam bukunya mengatakan bahwa :

"Penahanan adalah tindakan terhadap seseorang yang setelah ditangkap,
untuk menahan orang itu lebih lama lagi, agar supaya is selama waktu tiba tidak
akan melarikan diri dari tindakan hukum vang akan dikenakan kepadanya oleh
yang benwajib”.2

Selanjutnya pendapat Van Bemmelen yang dikutip oleh Sodibyo

Triatmojo mengatakan bahwa :

! R. Soesilo dan M. Karjadi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan
Penjelasaznnya Resmi dan Komentar, Politea, Bogor, 1986, hal. 5 ?lbid
Ibid



"Penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah
pihak karena tindakan yang bengis itu, dapat dikenakan kepada orang-orang yang
tidak bersalah”, maksudnya adalah suatu pedang yang mempunyai dua mata yang
dapat dikenakan kepada orang-orang yang tidak bersalah".®

Bertolak dari pengertian di atas, maka pada dasarnya penahanan terhadap
seseorang merupakan masalah yang berbenturan dengan hak asasi manusia, sebab
setiap insan mempunyai hak kebebasan bergerak, karena penahanan yang
membatasi kebebasan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam suatu negara, lebih-lebih dalam negara hukum, kebebasan bergerak
merupakan hak asasi yang pokok bagi setiap warga dari negara tersebut.
Walaupun baru diakui bahwa menurut hukum acara pidana menghilangkan
kemerdekaan seseorang tidak merupakan azas ataupun suatu keharusan, namun
adakalanya demi kepentingan dan di dalam usaha ikhitiar guna diketemukan
kebebasan yang hakiki dari pada peristiwa yang terjadi, kebebasan bergerak dari
seseorang, individu perlu dibatasi.

Sehubungan dengan itu, hukum acara pidan mengusahakan agar adanya
keserasian antara dua kepentingan yang pokok, yakni antara kepentingan demi
ketertiban di satu pihak dan kepentingan demi kebebasan bergerak seseorang,
dinilai pihak yang satu sama lain sating berlawanan. Tidak beratnya harus
ditekankan pada kenyataan, bahwa proses pidana sudah mulai pada saat-saat baru
saja ada persangkaan telah terjacli suatu tindak pidana, hingga terbuka pula
kemungkinan bahwa seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak
pidana belakangan ternyata tidak bersalah.

Masalah penahanan di negara kita lebih peka, justru dalam, negara kita
yang berdasarkan Pancasila seringkali terjadl praktek penahanan dengan semena-
mena, bahkan dilakukan di luar batas kemanusiaan sampai-sampai ada yang mati
dalam penahanan padahal tadi belum tentu bersalah.

Menyadari akan terjadinya penahanan-penahanan yang tidak sewajarnya

yang banyak menimbulkan akses-akses dalam masa Herziene Inlandsch

¥ Sudibyo Triadmojo, Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang ada Dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung 1982, hal. 15



Reglement (HIR) itulah maka, pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
membahas RUU Hukum Acara Pidana, masalah ini cukup hangat dan cukup lama
diperdebatkan.*

Bagaimanapun penahanan perlu diatur dengan sebaik-baiknya, baik
mengenai aparat yang berwenang melakukannya, jenis-jenisnya, alasanalasannya,
lamanya dan perpanjangannya serta segala konsekuensinya.

Sebagai akhir dari uraian-uraian di atas, kiranya telah dapat memberikan
gambaran kepada kita bahwa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa adalah
suatu hal yang berbenturan dengan hak asasi manusia dan sehubungan dengan
penahanan ini menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana inempunyai
konsekuensi-konsekuensi yuridis yang jelas. Kalau tersangka atau terdakwa yang
ditahan itu akhirnya dihukum pidana penjara oleh pengadilan, maka masa

penahanan ditambah dengan putusan pengadilan.

B. TUJUAN PENAHANAN

Sebagaimana yang sudah diketengahkan pada uraian terdahulu
bahwasanya masalah penahanan adalah merupakan persoalan yang paling esensial
dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap yang namanya penahanan, dengan
sendirinya menyangkut nilai dan makna :

1. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan.

2. Menyangkut nilai-nilal penikemanusiaan dan harkat dan martabat manusia.

3. Juga menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan dari pribadi.
Atas tegasnya setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan
dan pencabutan sementara sebagian hak-hak asasi manusia.

Oleh karena itu guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan
pembatasan hak-hak asasinya secara tanpa sadar, pembuat Undang-undang telah
merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat memperkecil
bahaya perampasan dan pembatasan hak asasi secara sewenangnya.

4. Dasar menurut hukum ialah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang

* Riduan Syarani, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 198,
hal. 63



cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana dan bahwa ancaman pidana
terhadap tindakan pidana itu adalah lima tahun ke atas atau tindak pidana
tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang meskipun ancaman pidananya
kurang dari lima tahun. Tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan
penahanan atas tersangka atau terdakwa. Undang-undang sendiri telah
menentukan baik secara hukum maupun secara terperinci, terhadap kejahatan
yang bagalmana pelakunya dapat dilakukan penahanan.

5. Dasar unsur yuridis inilah yang, ditentukan dalam Pasal 21 ayat 4 Kitab
Undan-undang Hukum Acara Pidana vang menentukan bahwa penahanan
hanya dapat dilakukan atau dijatuhkan terhadap tersangka atau terdakwa yang
melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan
dalam tindak pidana.

6. Dasar menurut hukum raja belum cukup untuk menahan seseorang karena di
ramping itu harus ada dasar hukum menurut keperluan.  Unsur ini
menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri ditinjau
dari segi kepribadiannya si tersangka atau terdakwa. Tapi nampaknya di sini
bertemu pada keadaan dua pribadi yakni keadaan pribadi tersangka atau
terdakwa, yang dinilai pula secara pribadi oleh penegak hukum yang
bersangkutan.

7. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan yang penulis maksudkan,
ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1 , yaitu berupa adanya keadaan yang
menimbulkan kekuatiran :

1. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti, dan
3. Atau diartikan akan mengulangi tindak pidana.

Semua keadaan yang, dikuatirkan di  sini keadaan yang meliputi
kepribadian tersangka atau terdakwa, dan pejabat yang menilai kekuatiran itupun
dapat dikatakan bertitik tolak dari penilaian subyektif (pribadi). Sifat alasan
menurut keperluan adalah alternatif berarti cukup apabila terdapat salah satu hal
daripada ketiga syarat-syarat tersebut di atas. Untuk menjamin agar ketentuan

mengenai dasar penahanan tersebut diindahkan, maka diadakan institusi ristitusi



pengawasan baik yang dilaksanakan oleh atasan di instansi-instansi masing-
masing yang merupakan "Built in Control™ maupun pengawasan sebagai sistem
“Checking” antara penegak hukum.

Apabila seseorang dikenakan penangkapan dan atau penahanan dan ia
berpendapat bahwa penangkapan atau penahanan dilakukan secara tidak sah, yaitu
tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang maka
tersangka atau terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan
misalnya penasehat hukumnya dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh
hakim tentang sahnya penahanan atas dirinya tersebut.

Mengingat bahwa pada hakekatnya penahanan adalah suatu perampasan
ternadap hak-hak asasi manusia maka dalam pelaksanaan penahanan itu harus
memperhatikan tujuan dari penahanan itu sendiri, sebagaimana juga yang telah
ditentukan dalam hukum yang berlaku, dalam hat ini Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 20 memberikan
penjelasan tujuan penahanan yaitu : Ayat (1) untuk kepentingan penyidik,
penyelidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan
penahanan.

Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh
kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara obyektif,
tergantung kepada usaha dan tindakan penyidik untuk menyelesaikan fungsi
pemeriksaan penyidikan sehingga diteruskannya kepada pihak penuntut umum
dan hasil penyidikan itu telah cukup memadai untuk dipergunakan sebagai bahan
pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian jika pemeriksaan
suclah cukup penahanan tidak diperlu kan lagi, kecuali ada asalan lain unluk
menahan tersangka.

Selanjutnya penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum bertujuan
untuk kepentingan penuntutan, hal mana dapat kita baca pada ayat (2) Pasal 20
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan :

"Untuk kepentingan penuntut, penuntut umum berwenang melakukan penahanan



atau penahanan lanjutan™.”

Pada tujuan lain mengenai penahanan yang diberikan kepada penuntut
umum dapat kita lihat pada Pasal 25 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana yang menyatakan :

“Untuk kepentingan penuntutan yang meliputi kepentingan fungsi, kepentingan
mempersiapkan pembuatan surat dakwaan”.°

Jadi apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil pemeriksaan
penyidikan telah sempurna, dalam waktu secepatnva surat dakwaan serta
memudahkan menghadirkan terdakwa ke muka persidangan penuntut umum dapat
melakukan penahanan. Dalam mempergunakan wewenang penahanan yang
dilakukan penuntut umum terhadap seseorang tersangka demi untuk kepentingan
penuntut, sama sekali tidak terlepas dari persyaratan yuridis dan keperluan.

Syarat yuridis artinya bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap
pelaku tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukuman lima tahun ke atas
atau terhadap pasal-pasal tindak pidana yang disebut satu persatu. Dalam Pasal 21
ayat (1) yaitu :

— Adanya dugaan keras tersangka melakukan tindak pidana berdasarkan bukti
yang cukup.

— Adanya keadaan yang menimbulkan kekuatiran.

— Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.

— Dikuatirkan tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti

— Dikuatirkan tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, penahanan yang dilakukan oleh
penuntut umum dapat dianggap tidak beralasan menurut Undang-undang begitu
juga penahanan yang dilakukan oleh pengadilan, dimaksudkan untuk kepentingan
pemeriksaan sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan
suatu penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan

sesuai dengan kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan.

% R. Soesilo dan M. Karjadi, OP_Cit, hal. 28
® M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang
Acara Pidana, Jilid 11, Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 408.



Berdasarkan alasan di atas, pada dasarnya penahanan itu seharusnya
dilihat sebagai suatu proses pendahuluan dari pada kelanjutan dari proses
pemidanaan yang sebenarnya. Ini berarti bahwa penahanan tidak dapat dilakukan
dengan cara sembrono asal ada indikasi saja. Penahanan haruslah dipersiapkan
dengan teliti dan dilaksanakan secara saksama dan bertanggung jawab
berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, agar penahanan
tidak menjadi suatu hal yang sia-sia dan dapat merugikan nasib tersangka.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penahanan tersebut ada dasar hukumnya
dan alasan keperluannya sebagaimana telah diuraikan di atas, kesemuanya
bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan terhadap perkara, terutama keiahatan-
kejahatan yang berat dan begitu beraneka ragam coraknya, dibutuhkan waktu
untuk mendapatkan keterangan, bukti-bukti yang penting dalam usaha membuat

terang suatu perkara.



BAB 111

KOORDINASI ANTARA PENEGAK HUKUM DALAM MENANGANI
MASALAH PENAHANAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA
KUHAP

Yang dimaksud dengan koordinasi penegak hukum dalam penulisan
ialah alah menunjuk soal hubungan dan kerjasama yang menyangkut instansi-
instansi Polisi, Jaksa dan Hakim.

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13 Undangundang No, 2
Tahun 2002 yaitu Undang-undang tentang ketentuan Pokok Kepolisian antara
lain menggaitskan bahwa "untuk kepentingan penyelidikan, maka kepolisian
negara berwenang melakukan penangkapan dan penahanan seseorang
menurut  Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan senantiasa
mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan
kesusilaan".

Oleh karena Hukum Acara Pidana Nasional, yang mengatur tentang
kekuasaan untuk menangkap dan menahan seseorang sebelum berlakunya
KUHAP adalah RIB yang berasal dari Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
sebagaimana disebutkan dalam Stb. 1941 No. 44 yang menurut Pasal 6 ayat
(1) Undang-undang Darurat No, | Tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil
sebagai pedoman bagi Hukum Acara Pidana Sipil.

Istilah seberapa mungkin harus diambil sebagal pedoman tidak jarang
menimbulkan sifat keragu-raguan bagi sementara pihak dan dipakai sebagai
dalil argumentasi untuk melakukan penylmpangan. Keraguan tersebut
sesungguhnya tidak sepatutnya terjadi, karena dalam Yurisprudensi MA No.
48 K/Kr/1996 tertanggal 22 Pebruari 1967 telah menyebutkan bahwa tentang
Hukum Acara Pidana Sipil, HIR-lah yang berlaku.

Dalam saat mana Jaksa berhak menilai kembali apakah penahanan tersebut
dapat diteruskan atau tidak, yang berarti Jaksa telah memiliki fungsi kontrol
tentang terjadinya penahanan yang dilakukan oleh penyidik.

Sebagalmana kita ketahui dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.

5 Tahun 1991 menyebutkan "bahwa kejaksaan dalam menjalankan tugasnya



selalu menjunjung tinggi hak-hak asasl rakyat dan hukum Negara".

Di samping tugas-tugas penuntutan dan menjalankan putusan hakim,
dalam perkara pidana jaksa juga mempunyai tugas mengadakan penyidikan
lanjutan terhadap Kkejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan
mengkoordinasikan alat-alat penyidik (Pasal | ayat (2) Undang-undang No. 5
Tahun 1991). Dengan demikian jelaslah bahwa Jaksa wajib mengawasi dan
mengontrol alat-alat penyidik dalam menjalankan tugasnya.

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa menurut Pasal 71 ayat (2) HIR,
jika Jaksa pembantu atau Polisi mengeluarkan perintah untuk menahan boat
sementara seperti dimaksudkan dalam Pasal 62, maka dalam waktu 24 jam wajib
mengirimkan salinannya kepada pegawai penuntut umum yang terdekat yaitu
yang dapat memberikan perintah supaya perintah itu dicabut dengan segera. Akan
tetapi dalam prakteknya tidak pernah dilaksanakan, baik oleh Polisi maupun Jaksa
untuk menggunakan hak kontrolnya.

Sedangkan izin perpanjangan yang diputuskan oleh Jaksa yaitu diputuskan
karena harus terlebih dahulu dipertimbangkan, tidak boleh lebih dari tiga puluh
hari sejak diberikan perpanjangan, dan sekiranya masih diperlukan waktu untuk
pemeriksaan maka Jaksa memintakan izin kepada Ketua Pengadilan Negerl, untuk
diperpanjang lagi selama tiga puluh hari (Pasal 8c ayat (4) HIR).

Seperti kita ketahui dalam Pasal 83c ayat (I) HIR secara tegas
menggariskan "bahwa Ketua Pengadilan Negeri baik karena jabatan maupun atas
permintaan tertuduh, berhak meminta supaya surat-surat yang berhubungan
dengan perkara itu, dikirimkan kepadanya dan setelah bermufakat dengan Jaksa
selama pemeriksaan disudahi dan seterusnya”. Dan ayat (2) darl pasal 83d
tersebut menyebutkan "Jika, berpendapat, bahwa perbuatan itu tidak termasuk
dalam ketentuan Pasah 62 ayat (2), hendaklah la menyuruh membebaskan
tersangka yang ada dalam tahanan".

Ketentuan lain lagi seperti yang diatur dalam Pasal 83c ayat (4) HIR
menggariskan "bahwa perintah-perintah itu selama pemeriksaan belum selesai,
atas tuntutan Opsir Yustisi atau Jaksa, boleh dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan

Negeri, tiap-tiap kali dengan tiga puluh hari, jika ia menimbang itu perlu sesudah



lanjutan akhir".

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang berwenang menahan adalah

Ketua Pengadilan Negeri dan lamanya penahanan adalah tiap-tiap kali tiga puluh

hari dan beberapa kali tidak ada batasnya. Meskipun dalam ketentuan tidak secara

tegas diatur sampai beberapa kali. Ketua Pengadilan Negeri diberikan wewenang
memperpanjang panahanan, akan tetapi seyogyanya Ketua Pengadilan Negeri
memiliki suatu garis tertentu, dalam rangka mempercepat proses penyelesaian
perkara (dengan melihat kasus perkasus), dengan suatu catatan agar perkara yang
bersangkutan segera dikirim untuk disidangkan.

Sebelum berlakunya KUHAP tahun 1981 yaltu semasa berlakunya HIR
dalam praktek sehari-hari ada berbagai macam penahanan sementara antara lain.7

Adanya berbagai macam penahanan sementara tersebut pada umumnya
disebabkan karena :

a. Anggapan sementara pihak bahwa HIR hanyalah sebagai pedoman
dan tidak wajib dituruti. Hal ini kiranya dapat kita pahami oleh
karena tingkat ketrampilan antara alai-alai penyidik/polisi, jaksa dan
hakim, dalam batasbatas yang berbeda dan tidak setingkat, untuk itu
ada baiknya jika diadakan peraturan bersama yang bersifat khusus
antara polisi, jaksa, hakim dan batas-batas sepanjang menyangkut
hubungan kerja yang berlangsung.

b. Sebagai akibat penafsiran HIR yang berbeda menyebabkan timbulnya
kesalahan prosedur yang akibat berikutnya adalah sistem
administrasi yang keliru misalnya sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 71 ayat (2) HIR yang mewajibkan polisi untuk melaporkan
tentang terjadinya penahanan kepada jaksa, dalam waktu dua puluh
empat jam. Demikian juga sebagai akibat keluarnya Undang-undang
Nomor 13 tahun 1961 tentang Undang- undang Pokok Kejaksaan
membawa perangsang bagi oknum tertentu penegak hukum untuk

tidak menaati ketentuan yang mengatur mengenai penahanan

" Joko Soewoko, Sinkronasi Penegak Hukum dan Mekanisme Kontrol Penahanan
Sementara, Simposium Peradilan, Jakarta, 1979, hal. 6



sementara, sehingga akibatnya memerlukan perlinclungan Berta
jaminan hukum.

c. Kurangnya pengertian untuk bekerja sama antara instansi tersebut,
sehingga hubungan kerja tidak serasi. Hal ini menyulitkan untuk
saling menegur atau saling mengingatkan, karena masing-masing
memiliki wewenang yang diatur dengan Undang-undang masing-
masing.

Setelah dikeluarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yaitu Undang-
undang tentang Hukum Acara Pidana, Pejabat Polls] Negara Rl menurut KUHAP,
diberi wewenang untuk dapat melakukan tugas penyidikan. Di samping itu tu
seperti apa yang disebutkan dalam bab terdahulu bahwa Kepolisian Negara
berwenang melakukan penangkapan dan penahanan seseorang mengindahkan
norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

Oleh karena Hukum Acara Pidana Nasional yang mengatur tentang
kekuasaan untuk menangkap dan menahan seseorang sekarang sudah ada yaitu
Undang-undang No, 8 Tahun 1981, maka mengenai masalah penangkapan dan
penahanan dapat kita lihat dalam pasal 16 sampai Pasal 31 Undang-undang
tersebut.

Dalam masalah penahanan ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal
20 ayat (1) menggariskan "bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidikan atau
penyidik pembantu atau perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal | |
bereenang melakukan penahanan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penahanan merupakan tindakan
menghentikan kemerdekaan seseorang, sedangkan kemerdekaan itu hak asasi
manusia, KUHAP merupakan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang sangat
menjunjung tinggi martabat dan harkat manusia, kana itu KUHAP memberikan
batasan waktu lamanya penahanan dapat dilakukan dan jika batas waktu itu
dilampaui maka pejabat yang melakukan penahanan harus sudah mengeluarkan
tersangka atau terdakwa dari rumah tahanan yang diberikan oleh penyidik yaitu

e Hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari. Dan

perpanjangan dapat diberikan oleh penuntut umum untuk paling



lama 40 (empat puluh) hari.

e Setelah 60 (enam puluh) hari, penyidik harus sudah mengeluarkan

tersangka dari rumah tahanan demi hukum (Pasal 24 KUHAP).

Dengan demikian pada saat mana perpanjangan penahanan dimintakan
pada penuntut umum, maka pada waktu itu penuntut umum atau jaksa dapat
menilai kembali apabila penahanan tersebut dapat diteruskan atau tidak,
yang berarti Jaksa memiliki fungsi kontrol tentang terjadinya penahanan
vang dilakukan oleh penyidik.

Hal ini seperti apa yang disebutkan dalam petunjuk pelaksanaan teknis
administrasi dalam hubungan berlakunya KUHAP, yaitu adanya hubungan
fungsional antara Jaksa/Penuntut Umum dengan Penyidik.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam proses penahanan antara
Polisi dan Jaksa mempunyai hubungan dan kerjasama yang erat. Demikian
pula mengenai penahanan tersebut dalam tingkat penyidikan akan habis
masa berlakunya, sejak diserahkannya tanggung jawab penahanan kepada
penuntut umum,

Seperti apa yang disebutkan dalam bab terdahulu, bahwa sebelum
berlakunya KUHAP dalam Pasal 2 ayat (2) Undangundang tentang
Ketentuanketentuan Pokok Kejaksaan yaitu Undang-undang No. 5 Tahun
1991 telah manggariskan, bahwa Kejaksaan mempunyai tugas mengadakan
penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi
dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan
dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lainlain Peraturan Negara.
Dalam kalimat tersebut yang dimaksud dengan Undang-undang Hukum
Acara Pidana adalah HIR. Jadi Jaksa baik sebagai penyidik maupun
penuntut umum wajib mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik.

Akan tetapi setelah berlakunva KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang
diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut
umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Jelaslah di sini bahwa Jaksa tidak lagi sebagai

penyidik, akan tetapi sebagai penuntut umum dan berwenang melaksanakan



putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di
samping itu mengenai penahanan, untuk kepentingan penuntutan Jaksa atau
penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan
(Pasal 20 avat (2).

Dan mengenai izin penahanan, oleh penuntut umum hanya berlaku
paling lama 20 hari dan izin perpanjangan dapat diberikan oleh Ketua
Pengadilan Negeri untuk paling lama tiga puluh hari. Setelah lima puluh
hari penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari rumah
tahanan demi hukum. Jelaslah bahwa dalam acara pemeriksaan biasa masa
berlakunya penahanan dalam pra penentuan akan habis, sejak
dilimpahkannya perkara ke pengadilan. Sedangkan dalam acara
pemeriksaan singkat masa berlakunva penahanan dalam pra penuntutan akan
habis waktunya semenjak saat penyidangan perkara hakim menyetujui dan
tidak mengembalikan berkas perkaranya kepada penuntut umum. Dengan
demikian jelaslah antara Jaksa/Penuntu Umum dengan Hakim ada hubungan
kerja yang era t. Hal ini dapat kita lihat misalnya, dalam hal perpanjangan
penahanan kepada Jaksa, jadi dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri berhak
menilai apakah penahanan tersebut dapat diteruskan atau tidak.

Dalam KUHAP Pasal 1 sub 8 menyebutkan, bahwa Hakim adalah
pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.
Di samping itu untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan
dengan penetapan juga berwenang melakukan penahanan Pasal 20 ayat (3)
KUHAP).

Mengenai penahanan tersebut Hakim pengadilan negeri hanya berhak
menahan terdakwa paling lama tiga puluh hari dan dapat diperpanjang oleh
Ketua Pengadilan untuk paling lama enam puluh hari. Setelah sembilan
puluh hari, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari rumah tahanan demi
hukum (Pasal 26 KUHAP).

Begitu pula dalam tingkat banding untuk kepentingan pemeriksaan
banding. Hakim Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penahanan untuk

paling lama tiga puluh hari dan dapet diperpanjang oleh Ketua Pengadilan



Tinggi paling lama enam puluh hari. Setelah sembilan puluh hari terdakwa
harus dikeluarkan dari rumah tahanan demi hukum (Pasal 27 KUHAP).

Dalam tingkat kasasipun untuk kepentingan pemeriksaan kasasi,
Hakim Mahkamah Agung berwenang melakukan penahanan untuk paling
lama lima puluh hari dan perpanjangan dapat diberikan oleh Ketua
Mahkamah Agung paling lama enam puluh hari. Setelah seratus sepuluh
hari, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari rumah tahanan demi hukum
(Pasal 28 KUHAP).

Tiap-tiap penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap tersangka atau
terdakwa baik yang dilakukan penyidik, penuntut umum maupun yang
dilakukan oleh Hakim tidak mutlak selamanya harus demikian, karena tidak
menutup kemungkinan tersangka atau terdakwa sebelum berakhirnya waktu
penahanan dapat dikeluarkan, jika kepentingan pemeriksaan tersebut sudah
terpenuhi. Dengan demikian seorang dapat ditahan mulai dari taraf
penyidikan sampai pemeriksaan baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi maupun Mahkamah Agung paling banyak empat ratus hari. Setelah
jangka waktu tersebut terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pengecualian terhadap perpanjangan penahanan seperti apa yang telah
diuraikan di atas diatur dalam Pasal 29 KUHAP yang menyatakan bahwa :

1. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat.
2. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan hukuman penjara

Sembilan tahun/lebih.

Dengan demikian dengan melihat uraian tersebut di atas dapat
dikatakan bahwa, setelah berlakunya KUHAP mengenai masalah penahanan
terdapat koordinasi secara vertikal dan sekaligus horizontal, dalam hal ini
antara sesama instansi yaitu antara. Polisi, Jaksa dan Hakim terdapat
hubungan kerja yang erat yaitu adanya pengawasan antara instansi tersebut,
demikian pula secara unsur penegak hukum lainnya misalnya penasehat
hukum melalui lembaga-lembaga pra-peradilan. Di sini dapat dikatakan
bahwa KUHAP lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi

manusia sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewalibannya,



demikian pula tidak akan terjadi penahanan yang berlarut-larut.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan-pembahasan dalam Karya Ilmiah maka penulis
menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Semasa berlakunya HIR mengenai batas jangka waktu penahanan terhadap
terdakwal/tersangka tidak diatur secara tegas, sehingga dalam hal terjadi
penahanan serta penyelesaian perkara yang berlarut-larut mengenai yang
bertanggung jawab masih ada kesimpangsiuran. Jadi terdapat kekaburan
apakah Polisi, Jaksa dan Hakim yang bertanggung jawab. Tidak demikian
halnya setelah berlakunya KUHAP, bahwa mengenai batas jangka waktu
penahanan sudah diatur secara tegas, penahanan untuk kepentingan
penuntutan yang bertanggung jawab, adalah Jaksa dan Hakim. Dengan
demikian dalam hal penahanan terhadap terdakwa/tersangka tersebut balk
Polisi, Jaksa dan Hakim bertanggung jawab dalatn tingkat masing-masing.
Dengan demikian pula mengenai penahanan yang dilakukan secara tidak
sah yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-undang.

2. Semasa berlakunya HIR dalam hal perpanjangan penahanan, terdapat
hubungan antara penyidik dan penuntut umum. Perpanjangan penahanan
dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk mencegah supaya si
tertuduh tidak melarikan diri, dalam hal yang demikian Jaksa dapat
memintahkan penangkapan si tertuduh, atau kalau ia sudah ditahan untuk
sementara memerintahkan supaya ia tetap ditahan. Demikian pula setelah
berlakunya KUHAP, baik antara Polisi, Jaksa maupun Hakim ada hubungan
dan kerjasama timbal balik yang baik dalam perpanjangan penahanan Jaksa
berhak menilai apakah penahanan itu dapat diteruskan atau tidak oleh Polisi,
begitu pula Hakim berhak menilai apakah penahanan itu dapat
diteruskan/tidak oleh Jaksa.



B. SARAN

Perlu ditingkatkan dan dibina kerjasama yang selama ini telah berjalan
dengan baik antara Hakim, Jaksa dan Polisi, adanya sarana-sarana yang
selama ini sudah baik berupa alat yang diperlukan dalam rangka penyidikan
maupun pemeriksaan sidang pengadilan pertu ditingkatkan guna menghadapi

perkembanganperkembangan yang ada.
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